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ABSTRAK 

Indonesia melegalkan cryptocurrency sebagai aset komoditas. Sebagai media 

investasi yang memungkinkan masyarakat sebagai pengguna untuk mendapat 

keuntungan yang tinggi, cryptocurrency tidak menutup kemungkinan menjadi 

sarana tindak pidana dalam dunia cyber. Fenomena perkembangan cryptocurrency 

menimbulkan masalah hukum terkait masih abu-abunya regulasi yang mengatur 

tentang penggunaan serta perlindungan hukum bagi pengguna. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Bagi Pengguna Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”. 

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan 

cryptocurrency dan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency ditinjau 

dari perspektif hukum positif di Indonesia. Penulis menggunakan metode jenis 

penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), norma-norma hukum dan asas-asas hukum, serta melalui studi 

kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 

membandingkan regulasi terkait cryptocurrency di negara Indonesia, Singapura 

dan Jepang, dapat disimpulkan regulasi di Indonesia masih belum cukup ketat 

dalam aturannya terkait dengan cryptocurrency. Perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif bagi pengguna cryptocurrency tetap berpatok kepada 

KUHP dan UU ITE dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus 

mengatur tentang penggunaan cryptocurrency serta pidana terhadap pelanggaran 

yang dapat terjadi, sehingga dirasa kurang menopang kepastian hukum dalam 

perlindungan pengguna serta risiko tindak pidana yang berpotensi muncul belum 

dapat diminimalisir secara maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini, perkembangan teknologi, informasi 

dan dunia digital sudah sangat pesat. Kemajuan teknologi juga mendorong 

perkembangan investasi dalam bentuk aset digital seperti mata uang digital kripto 

atau cryptocurrency yang belakangan banyak digandrungi masyarakat. 

Cryptocurrency merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk 

sedemikian rupa supaya bisa disimpan dalam perangkat komputer dan dapat 

dipindahtangankan layaknya surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan 

sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. 1  Brian Kelly 

mendeskripsikan kriptografi dalam cryptocurrency sebagai sebuah teknik untuk 

menguraikan pesan menggunakan software yang memungkinkan adanya suatu 

transmisi informasi yang aman, dengan mengalihkan informasi yang tadinya dapat 

dibaca dengan jelas ke dalam suatu kode acak.2 Cryptocurrency sebagai wujud 

kemajuan teknologi dalam bidang finansial (financial technology), yang 

didefinisikan sebagai uang digital di era digital (digital cash for the digital age) ini 

 
1 Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata 

Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi 

Antara Indonesia-Singapura),” Diponegoro Law Journal (Juli 2017), hlm. 2. 
2 Brian Kelly, The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah 

Dunia [The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are About to Change the World], 

diterjemahkan oleh Andri (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 97. 
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dipandang sebagai sebuah revolusi alat pembayaran dengan tingkat efisiensi dan 

efektivitas yang mumpuni, berlaku secara global, aman dan terdesentralisasi.3  

Kemunculan cryptocurrency diawali pada sekitar tahun 2009 oleh seorang 

yang namanya dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto memposting 

jurnal penelitian di internet dengan judul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 

System”. Penelitian tersebut menguraikan mengenai pembuatan Bitcoin dan blok 

transaksi yang terhubung dalam rantai (blockchain).4 Yang menjadi latar belakang 

kemunculan Bitcoin ini tidak lain ialah sebagai respon atas kebutuhan akan alat 

tukar yang dapat digunakan secara langsung dalam bertransaksi melalui internet. 

Seiring dengan Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama yang semakin memperoleh 

popularitas, sejalan pula dengan mulai bermunculannya berbagai cryptocurrency, 

seperti Ethereum, Litecoin, Tether, Ripple, Cardano, Solana, hingga salah satu 

yang namanya melambung lantaran sering disebut-sebut oleh salah satu orang 

terkaya di dunia yang juga merupakan CEO Tesla, Inc, Elon Musk, yaitu Dogecoin. 

Oscar Darmawan dalam bukunya yang berjudul “Bitcoin Mata Uang Digital 

Dunia” menuliskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam praktek penggunaan 

Bitcoin, yang dimulai dengan harus membuat akun dan harus memiliki program 

aplikasi e-wallet. 5  E-wallet merupakan pengertian dari dompet digital yang 

digunakan sebagai wadah untuk menyimpan Bitcoin, yang dapat dengan mudah 

diakses untuk diunduh kemudian di-install di perangkat pengguna atau pun secara 

 
3 M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto 

(Crypto Currency) Di Indonesia,” Jurnal Supremasi (September 2021), hlm. 1. 
4 Budi Raharjo, Uang Masa Depan : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies (Semarang: 

Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), hlm. 13. 
5 Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 42. 
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online.6 Setidaknya ada 4 (empat) macam mekanisme yang terjadi pada transaksi 

Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, yaitu:7 

1) Mining 

Berbeda halnya dengan Bank Sentral sebagai sistem dan mekanisme 

yang menjamin nilai mata uang konvensional, sistem dan mekanisme yang 

menjamin nilai Bitcoin dan cryptocurrency lainnya ialah suatu penghitungan 

matematis rumit yang dilakukan menggunakan software dan hardware 

khusus oleh penggunanya. Dari proses ini setiap pengguna akan mendapatkan 

reward atau imbalan berupa cryptocurrency dan proses inilah yang dikenal 

dengan istilah Mining atau penambangan. 

2) Exchanger 

Selain dengan proses Mining, cryptocurrency dapat diperoleh melalui 

Exchanger. Exchanger merupakan platform berbasis dalam jaringan (online) 

yang memungkinkan pengguna untuk dapat membeli dan menjual aset 

cryptocurrency, melakukan transfer cryptocurrency ke pengguna lain, 

melakukan deposit dalam bentuk cryptocurrency maupun mata uang fiat. 

Exchanger biasanya memungut biaya atas jasa yang diberikan yang pada 

umumnya tidak lebih dari 5% dari aset cryptocurrency tersebut. 

3) Commerce 

Cryptocurrency pada dasarnya diciptakan untuk menjadi alat tukar 

untuk tujuan perdagangan (commerce). Dengan ini, penyedia barang atau jasa 

 
6 Ibid., hlm. 43. 
7 Rico Nur Ilham Mangasi Sinurat, Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency, cet 1 

(Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 62. 
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dapat bertransaksi dengan pembeli menggunakan alat tukar berupa 

cryptocurrency. Penyedia barang dan jasa ini biasa disebut dengan merchant. 

Seiring waktu, merchant tidak lagi terbatas pada pengusaha yang tadinya 

berbasis internet saja. Kemunculan beberapa pengusaha offline seperti 

restoran, persewaan kendaraan, dan lain sebagainya, juga mulai menerima 

cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Akan tetapi di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia belum ada legalitas bagi cryptocurrency 

sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui. 

4) Investment 

Kehadiran cryptocurrency di tengah-tengah masyarakat membuka 

peluang baru untuk dijadikan sebagai instrumen investasi. Dalam 

perkembangannya, semakin banyak orang memandang cryptocurrecny 

sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang 

lain. 

Sebagai investasi, cryptocurrency seakan menjadi pilihan yang tepat di era 

digital sebagai jalan untuk mengoptimalkan keuntungan. Selain sebagai media baru 

bagi investor, cryptocurrency juga menarik rasa penasaran masyarakat awam 

sebagai pengguna (trader) yang tadinya tidak tahu-menahu maupun mendengar 

terkait apa itu cryptocurrency menjadi ikut andil dan berantusias untuk memiliki 

aset tersebut. Menurut laporan tahunan 2021 Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi, selanjutnya disingkat Bappebti, perkembangan perdagangan 

fisik cryptocurrency di Indonesia pada tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 

1.223% dengan nilai transaksi yang mencapai Rp859,4 triliun dibandingkan dengan 
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tahun 2020 sebesar Rp64,9 triliun.8 Ini menandakan besarnya minat masyarakat 

terhadap cryptocurrency. Berikut data mengenai perkembangan nilai dan jumlah 

pengguna dari perdagangan fisik cryptocurrency di Indonesia: 

Tabel 1.1 

Nilai Transaksi Cryptocurrency Indonesia (2020-2023*) 

Tahun Jumlah Pengguna Nilai Transaksi Cryptocurrency 

2020 4 juta orang Rp64,9 triliun 

2021 11,2 juta orang Rp859,4 triliun 

2022 12,4 juta orang Rp83,8 triliun 

2023 17,54 juta orang Rp66,44 triliun 

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/9                                             *) Juni 2023 

Seiring perkembangan teknologi dan dunia digital, kehadiran cryptocurrency 

sebagai fenomena baru menuntut penyikapan dari aspek hukum. Banyak negara 

yang pada awalnya dibuat terkejut oleh penggunaan mata uang ini yang ternyata 

cukup masif sehingga membuat hukum terkesan bergerak lambat. Pun di negara 

Indonesia sendiri belum ada pengaturan regulasi atau peraturan khusus terkait 

dengan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran yang sah. 

Selain karena ketentuan yang dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Mata Uang bahwa hanyalah rupiah yang merupakan mata uang yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga alat pembayaran yang sah serta diakui di 

 
8  Laporan Tahunan Bappebti Tahun 2021, https://bappebti.go.id/annual_report_bappebti, 

diakses 22 September 2022. 
9 Cindy Mutia Annur, “Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1.222% pada 2021” 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-

meroket-1222-pada-2021, diakses 22 September 2022. 
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Indonesia serta yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran.10 Hal ini 

pula dikarenakan Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia menolak dengan 

alasan mengenai maraknya kejahatan ekonomi khususnya seperti penggelapan dana, 

pendanaan terorisme, pencucian uang maupun peretasan account. Dalam hal ini 

sebetulnya sistem cryptocurrency sangat ketat dikarenakan adanya sistem 

blockchain, di mana transakasinya adalah peer to peer (suatu model komunikasi 2 

(dua) arah antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau internet tanpa 

melalui sebuah server), jadi sulit untuk diretas dan beberapa negara sudah memiliki 

teknologi mutakhir yang bernama Financial Action Task Force (FATF) untuk 

meminimalisir terkait dengan tindak pidana kejahatan ekonomi.11 

Sampai saat ini beberapa regulasi yang mengatur mengenai cryptocurrency 

di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan 

Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset); 

b. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar 

Fisik Komoditi di Bursa Berjangka; 

c. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahannya tentang 

Ketentuan Teknis Perdagangan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang 

telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya 

 
10 Indonesia, Undang-Undang Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011, LN NO. 64 Tahun 2011, 

TLN No. 5223, Ps. 2 dan Ps. 21. 
11 Donny Raynaldo Tungkiman, “Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Alat 

Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0,” AL 

YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan (November 2021), hlm. 143. 
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Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka; 

d. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset 

Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. 

Dari beberapa peraturan tersebut, kemudian muncul pertanyaan seperti 

apakah regulasi-regulasi yang ditetapkan di atas sudah cukup dan akan mampu 

menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aset cryptocurrency apabila ditinjau 

dari perspektif hukum positif di Indonesia sehingga dapat pula tercipta suatu 

kepastian hukum. Pertanyaan ini menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk 

dikaji secara ilmiah. Maka dari itu melalui bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis 

mengangkat judul “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Cryptocurrency dalam 

Perspektif Hukum Positif di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Penggunaan Cryptocurrency ditinjau 

dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency ditinjau 

dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis 

ilmiah ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang penggunaan 

cryptocurrency ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna 

cryptocurrency ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik 

secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik 

bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya maupun bagi hukum 

pidana materiil pada khususnya yang menyangkut perlindungan hukum bagi 

pengguna cryptocurrency. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik 

pengembangan ilmu pengetahuan dan dan memperluas wawasan, bagi aparat 

penegak hukum dan pejabat pemerintah serta masyarakat mengenai 

perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ditujukan untuk membuat batasan penelitian supaya penelitian 

ini lebih terfokus pada ruang lingkup permasalahan yang diinginkan12 dan periode 

regulasi yang dikeluarkan antara tahun 2022-2023. Penulis dalam penelitian ini 

membatasi ruang lingkup permasalahan pada analisis pengaturan hukum tentang 

penggunaan cryptocurrency dan perlindungan hukum bagi cryptocurrency apabila 

ditinjau dari perspektif hukum pidana positif di Indonesia. 

 

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau pendapat mengenai suatu 

permasalahan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan di bidang hukum.13 

Jujun Suriasumantri berpendapat bahwa esensi memecahkan masalah ialah 

menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji 

permasalahan sebagai acuan guna mendapat jawaban yang dapat diandalkan. 

Penggunaan teori-teori ilmiah dalam hal ini ialah sebagai alat bantu untuk 

memecahkan permasalahan.14 

Adapun beberapa kerangka teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 
12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 74. 
13 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Peneltiian, cet 1 (Medan: Sofmedia, 2012), hlm. 27. 
14 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2009), hlm. 316. 
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1. Teori Kepastian Hukum 

 Secara umum, kepastian hukum berarti suatu peraturan perundang-undangan 

yang dibuat dan ditetapkan dengan pasti, karena kepastian hukum mampu mengatur 

dengan jelas dan logis sehingga tidak akan menimbulkan keragu-raguan apabila 

terdapat multitafsir sehingga akan sejalan dan tidak memunculkan konflik dalam 

norma di masyarakat. 

Menurut J.J Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi, yakni:15 

a. Pertama, mengenai dapat ditentukannya hukum terkait persoalan yang 

konkret. Maksudnya adalah para pihak yang mencari keadilan (justiabellen) 

mau mengetahui apa yang menjadi hukumnya (inconkreto) dalam hal tertentu 

sebelum memulai perkara. 

b. Kedua, keamanan hukum yang berarti perlindungan hukum bagi para pencari 

keadilan. 

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yakni 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat masyarakat mengetahui 

mana perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, sebagai 

keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah dengan 

hadirnya aturan umum sebagai tolak ukur mengetahui apa yang boleh dibebankan 

atau dilakukan negara kepada masyarakat.16 

 
15  Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian 

Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido (Juli 2019), hlm. 14. 
16 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, cet 3 (Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 

2008), hlm. 23. 
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Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum bertumpu pada prinsip 

imputasi (prinsip yang mengansumsikan bahwa manusia itu bebas dan hanya 

dengan kebebasannya itu ia bisa dimintakan pertanggungjawaban), karena norma 

hukum yang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan menentukan 

sanksi bagi pelanggar hukum. Sedangkan Jan Michael Otto menguraikan kepastian 

hukum ke dalam arti materiil yang mencakup:17 

a. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, serta bisa diakses, diterbitkan 

dan diakui negara; 

b. Lembaga-lembaga pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 

dengan konsisten dan tunduk serta taat; 

c. Masyarakat menyesuaikan tingkah laku mereka terhadap aturan-aturan 

tersebut secara prinsipil; 

d. Hakim-hakim tidak memihak dan juga menerapkan aturan-aturan hukum 

tersebut dengan konsisten saat persidangan; dan 

e. Keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret. 

Sementara itu, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah 

tentang hukum itu sendiri (scherkeit des rechts selbst). Ia menguraikan 4 (empat) 

hal yang berhubungan dengan arti kepastian hukum, yakni:18 

 
17 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2006), hlm. 85. 
18  Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 292-293. 



12 

 

 
 

a. Hukum itu positif, yaitu hukum ialah perundang-undangan (gesetzliches 

recht). 

b. Hukum ialah berdasarkan fakta (tatsachen) dan tidak didasarkan pada 

rumusan mengenai penilaian yang dilakukan oleh hakim. 

c. Fakta tersebut harus dituangkan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan 

penafsiran dan agar mudah dilaksanakan. 

d. Hukum positif bukan untuk sering diubah. 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki 

arti sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.19 

Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau 

adat yang berlaku untuk semua masyarakat, dapat berupa undang-undang, peraturan, 

dan sebagainya, sebagai patokan atau kaidah, juga dapat berupa keputusan yang 

ditetapkan oleh hakim.20 Pengertian perlindungan hukum secara garis besar ialah 

suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (meliputi orang dan 

badan hukum) berupa perangkat hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) 

maupun yang bersifat represif (mengendalikan) dalam bentuk tertulis maupun tidak 

tertulis. 

 
19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), hlm. 932. 
20 Ibid., hlm. 559. 
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Philipus Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat itu 

terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:21 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti yang mana 

bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Yaitu bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian/sengketa. Perlindungan 

hukum sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak 

masyarakat untuk bisa melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai 

subyek hukum. 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan proteksi 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain dan pemberian 

proteksi tersebut kepada masyarakat guna dapat menikmati keseluruhan hak yang 

diberikan oleh hukum. Hukum ada untuk membentuk perlindungan yang adaptif, 

fleksibel, prediktif, serta antisipatif dan hukum diciptakan bagi mereka yang lemah 

di bidang sosial, ekonomi, maupun politik demi terwujudnya keadilan sosial.22  

Sedangkan dari perspektif Andi Hamzah, perlindungan hukum artinya suatu 

usaha yang dilakukan dengan pasti oleh setiap pihak maupun lembaga 

pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk keamanan serta pemenuhan 

 
21 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, cet 1 (Surabaya: PT 

Bina Ilmu, 1987), hlm. 5. 
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54. 
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kesejahteraan masyarakat supaya serupa dengan hak-hak asasi yang ada. Selain itu, 

Simanjuntak berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai wujud upaya 

pemerintah demi menjamin kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada 

masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar serta bagi pelanggar akan dapat 

diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Maka dari itu perlindungan dapat 

dipenuhi apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Terdapat perlindungan dari negara untuk masyarakat; 

b. Kepastian hukum dijamin oleh negara; 

c. Bersinggungan dengan hak-hak warga negara; dan 

d. Adanya sanksi bagi pelanggar.23 

 

G. Kerangka Konseptual 

1. Cryptocurrency 

Cryptocurrency merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk 

sedemikian rupa supaya bisa disimpan dalam perangkat komputer dan dapat 

dipindahtangankan layaknya surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan 

sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Cryptocurrency bersifat 

terdesentralisasi dengan sistem peer-to-peer (P2P), artinya tidak terpusat secara 

langsung dan tidak memiliki otoritas sentral. 

Brian Kelly mendeskripsikan kriptografi dalam cryptocurrency sebagai 

sebuah teknik untuk menguraikan pesan menggunakan software yang 

 
23 Dewi Ratna, “Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum” 

https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-

perlindungan-hukum.html, diakses 29 September 2022. 
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memungkinkan adanya suatu transmisi informasi yang aman, dengan mengalihkan 

informasi yang tadinya dapat dibaca dengan jelas ke dalam suatu kode acak. 

Irfan Syauqi Beik, dikutip dari Kompas.com, berpendapat bahwa 

cryptocurrency adalah mata uang virtual yang bersifat desentralisasi dan terenkripsi, 

biasanya digunakan untuk melakukan transaksi digital. Menurutnya, sifat 

cryptocurrency berbeda dengan mata uang biasa yang bersifat sentralisasi dan 

terdapat otoritas yang menciptakan, mengatur, serta memantau peredaran uang.24 

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 merumuskan pengertian 

cryptocurrency dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) sebagai berikut: 

“Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto 

adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, 

menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar 

yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, 

memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa 

campur tangan pihak lain.” 

 

2. Digital Marketing 

Damian Ryan, seperti yang dikutip oleh Diana Rapitasari, menguraikan 

bahwa digital marketing adalah perwujudan implementasi, penggunaan atau 

pemanfaatan teknologi dalam suatu proses pemasaran (marketing), terjadi dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut:25 

a. Teknologi baru ada dan mulai dipergunakan; 

b. Teknologi mulai dikenal dan diutamakan dalam dunia pemasaran; 

 
24  Dian Ihsan, “Pakar IPB: Mengenal Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan 

Kekurangannya” https://www.kompas.com/edu/read/2021/05/26/130541071/pakar-ipb-mengenal-

cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya?page=all, diakses 6 Oktober 2022 
25 Diana Rapitasari, “Digital Marketing Berbasis Aplikasi Sebagai Strategi Meningkatkan 

Kepuasan Pelanggan,” Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan (Desember 2016), hlm. 108. 
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c. Pemasar inovatif dengan mengeksplor dan membuat terobosan untuk 

memanfaatkan fungsi teknologi dalam memperluas jangkauan pemasaran; 

d. Teknologi menjadi strategi utama kemudian dijadikan sebagai standar 

pemasaran. 

Tjiptono berpendapat bahwa digital marketing merupakan suatu proses yang 

strategis dalam pengembangan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga 

barang dan jasa melalui internet maupun media-media digital. Sedangkan Chaffey 

menjelaskan bahwa digital marketing adalah implementasi dari internet dan 

teknologi digital terhadap metode komunikasi tradisional guna mencapai tujuan 

pemasaran. 

3. Pengguna Platform 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengguna 

dirumuskan sebagai orang yang menggunakan.26 Apabila dikaitkan dengan sistem 

komputer dan jaringan, pengguna atau user adalah orang yang memiliki akun dan 

diidentifikasikan dengan nama pengguna (username) di sistem. Dilansir dari 

liputan6.com, platform diartikan sebagai sekelompok teknologi yang dipakai 

sebagai basis pengembangan aplikasi, proses, maupun teknologi lain. Di dunia 

komputer, platform merujuk pada sistem operasi komputer berupa bahasa mesin 

berkode biner CPU, yang mana apabila program aplikasi ditulis untuk satu platform 

maka pada platform lain tidak akan dapat berfungsi.27 

 
26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 505. 
27  Anugerah Ayu Sendari, “Platform Adalah Basis Aplikasi, Ketahui Contohnya dalam 

Media Sosial” https://hot.liputan6.com/read/4980382/platform-adalah-basis-aplikasi-ketahui-

contohnya-dalam-media-sosial, diakses 6 Oktober 2022. 



17 

 

 
 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan media ilmiah dalam mengumpulkan data yang 

faktual dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan, serta 

membuktikan pengetahuan, agar permasalahan akhirnya bisa dipahami, diprediksi, 

dan dipecahkan.28 Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan yang terfokus pada suatu 

faktor hukum tersebut yang kemudian diupayakan pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan 

jenis penelitian yuridis-normatif, artinya pengkajian dan penulisan dalam penelitian 

ini diutamakan pada data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan. Digunakan 

jenis penelitian yuridis-normatif karena tinjauan dan analisis terhadap 

permasalahan hukum yang diteliti berpangkal pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.29 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam 

penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

 
28 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, 

cet 4 (Depok: Kencana, 2021), hlm. 3. 
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29. 
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a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan 

yang bertumpu pada pengolahan bahan hukum berwujud peraturan 

perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian. Pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua regulasi yang berkaitan 

dengan isu hukum yang diangkat.30 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang 

bermula dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum, untuk dapat menemukan gagasan-gagasan yang menciptakan 

pengertian, konsep, serta asas hukum yang berkaitan, sebagai tolak ukur 

dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan 

hukum yang dihadapi.31 

c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

Pendekatan komparatif (comparative approach) merupakan pendekatan yang 

dilakukan dengan studi perbandingan hukum antara hukum suatu negara 

dengan hukum negara lain dalam hal yang sama untuk mengetahui persamaan 

maupun perbedaan di antara peraturan-peraturan hukum tersebut.32 

 

 

 

 
30 Ibid., hlm. 93. 
31 Ibid., hlm. 135-136. 
32 Ibid., hlm. 94. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder dengan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dengan menitikberatkan 

kepada peraturan perundang-undangan yang ada meliputi: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum 

Pidana; 

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi; 

3) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 

5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset 

Kripto (Crypto Asset); 

8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 

Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka; 

9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan 
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Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa 

Berjangka; 

10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan 

Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa 

Berjangka; 

11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 

Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di 

Pasar Fisik Aset Kripto; 

Selanjutnya dengan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan pustaka 

yang berisikan informasi tentang bahan primer yang digunakan pada penelitian 

hukum, dalam hal ini ialah buku-buku yang relevan, karya tulis ilmiah, penelitian 

hukum, artikel, dan internet. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan 

mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan 

(library research), menggunakan penulusuran berdasarkan bahan-bahan hukum 

yang diuraikan di atas, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal 

penelitian hukum, skripsi, dan intenet. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 

yang menggunakan metode kualitatif, yakni menguraikan dengan naratif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan yang dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 



21 

 

 
 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan melalui data, menyusun dan 

memilah-memilahnya, untuk menemukan apa yang penting dan apa yang harus 

dikaji. Analisis kualitatif memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada 

dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum primer 

yaitu peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penulis menggunakan jenis penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif, 

yaitu dengan melakukan penalaran terhadap suatu keadaan yang berlaku umum 

kepada suatu fenomena konkret yang diteliti. Metode deduksi berarti menarik 

kesimpulan khusus dari kondisi umum, yang berupa menyimpulkan dari satu atau 

lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode 

deduksi akan menghasilkan kebenaran baru yang diturunkan dari kebenaran yang 

sudah ada dan yang diketahui sebelumnya (kontinu). 
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